DAFTAR BACAAN DAN LAMPIRAN
Buku-Buku

Abdurahrahman, H.M., Hukum Acara Perdata, cet 1V, jakarta universitas trisakti,

20083.

Ali, Achmad dan Heryani, wiwie, Asas Asas Hukum Pembuktian perdata,Cet |

Kencana Prenada media group, Jakarta, 2012.

Ch. Triwahyuni, Terra dan Abdul kadir, Pengenalan Teknologi Informasi, Ed. I,

Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003.

Chissick, Michael And Alistair Kelman, Electronic Commerce Law And Practice,

New York : Sweet&Maxwell, 1999.
Eddy O.S, Hiariej, Teori Hukum Pembuktian, Erlangga, jakarta, 2012.

Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, Surat Gugat Dan Hukum

Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Erawaty, Elly, Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia, edisi ketiga, Bandung :

Unpar, 2004.

Fakhriah, Efa Laela, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian, Cet | Refika

Aditama, 2017.

H. Supandi, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0
Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Jurnal Peratun,

Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

84



85

Lilik, Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Perdata Indonesia — Teori Praktek,

Teknik Membuat Dan Permasalahanya, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar llmu Hukum, Kencara Prenada Media Group,

Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty,

2002.

Munir, Fuadi, Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata), Citra Aitya Bakti,

Bandung 2006.

Prints, Darwan, 2002. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata.

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soepomo, 2004, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita,

Jakarta.

Soeryono, Soekarto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 1984

Sudarsono. Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Reformasi,

Hukum Acara dan Peradilan Elektronik. Jakarta: Kencana, 2018.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty.

Suyud, Margono, perlembagaan alternative dispute resolution (ADR), dalam
prospek dan pelaksanaanya arbitrase di indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung 2003



86

Yulia, Hukum Acara perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018

Jurnal

Afriana, Anita, Penafsiran Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian

Sengkta Perdata Di Pengadilan, 2014.

Juanda, Enju, Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif

Indonesia, 1988.

M. Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Palmanda Sedana, Denira Dan Agung Ari Krisnawati, | Gusti Ayu, Kedudukan Dan
Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata,

2018.

Permono, Jihan Rizki Putri, Kekuatan Alat Bukti E-Mail Dalam Persidangan

Perkara Perdata, 2022.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005, Hukum Acara Perdata

dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.

Yusandy, Trio, Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam

Hukum Acara Perdata Indonesia, 2019.

Media Daring

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-
bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata.

https://jdih.kominfo.go.id/produk hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+1
9+tahun+2016



https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016

87

https://pa-raha.qgo.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-
implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1866 (Burgelijk Wetboek);

Hukum Acara Perdata Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 283

Reglement voor de Buitengewesten (RBG);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;

Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik; dan

Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun
2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik.


https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan
https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan

